
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, 

kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi 

hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. 1  Pendapat lain 

menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar 

negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang 

konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar 

warga negara.2 Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar 

atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada 

konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara 

hukum.3 

                                                             
1  Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of 

Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court), Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 

3 Issue 1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074 
2 Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance 

Persecution, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434 
3 Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, Jurnal Internasional 

Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068 
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 Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang 

sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu 

negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah 

mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut 

sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum.4 

 Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang 

hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga Negara 

dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan 

publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan 

pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang 

diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil 

oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang 

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan 

dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun.5 

 Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, 

sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas 

                                                             
4  Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 

1945, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5 
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 1. 
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merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas 

merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital 

dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu 

lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya 

untuk pemenuhan perekonomiannya. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada 

semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta 

barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. 

Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan 

penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi.6 

 Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik 

yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. 

Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke 

tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu 

lintas.  

 Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, 

tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam 

lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 

disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang 

                                                             
6 C.S.T. Kansil, dkk, Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, 

hlm 4 
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hati-hati, kurang mematuhi ramburambu lau lintas, dan yang paling sering terjadi 

kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi. 

 Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat memberikan konstribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika 

aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap 

norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah 

dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan 

didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara 

pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak 

disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. 

 Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah 

meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya 

jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat 

serius dalam beberapa dekade terakhir.7 Masalah lalu lintas merupakan salah satu 

masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan 

masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 

9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data 

                                                             
7  Agio V. Sangki, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan 

Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Hukum, Lex Crimen, 

Vol.I No.1, Januari-Maret 2012, hlm 34 
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tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu 

orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.8 

 Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus 

mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang 

karena kealpannya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana 

berkaitan dengan kesalahan seseorang. 9  Kesalahan yang dimaksud disini adalah 

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 

(negligence or schuld). 10 

 Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang 

menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang 

bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan 

seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian 

serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas 

yang menyebabkan timbulnya korban jiwa meninggal dunia sangatlah kompleks 

untuk sebuah penentuan pelaku pidana dan bukan sekedar hal yang normatif belaka. 

Namun daripada itu kajian hukum dengan sebuah peninjauan yuridis sangatlah 

penting untuk mengkaji bekerjanya hukum positif di Indonesia dalam mengatasi 

                                                             
8  www.kompascommunity.com-Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan, Diakses Pada 14 

Februari 2021 
9 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta 2002, 

hlm. 20 
10 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9 

http://www.kompascommunity.com/
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problematika lalu lintas yang berupa kecelakaan yang menimbulkan korban 

meninggal dunia untuk sebuah proses hukum.   

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tinjauan 

ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang disusun menjadi sebuah 

judul tesis yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang 

Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Nilai Keadilan (Studi 

Kasus di Polres Purbalingga)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Apa implementasi hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas 

menyebabkan korban meninggal dunia? 

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang ditetapkan 

tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal 

dunia? 

3. Apa hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang 

menimbulkan korban meninggal dunia? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum positif Indonesia 

terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia; 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap 

pelaku yang ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang 

menimbulkan korban meninggal dunia; 

3.  Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam proses penanganan 

kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

para pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

  Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan tinjauan 

yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia berdasarkan nilai keadilan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Melalui penelitian ini, bagi aparatur penegak hukum untuk bisa 

menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam 
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menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudikatif untuk bisa 

menghasilkan sebuah proses hukum yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku untuk bisa menghasilkan sebuah hasil dari 

proses hukum dengan berdasarkan nilai keadilan hukum dan kepastian 

hukum; 

b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta 

pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

E. Kerangka Konseptual 

a. Tinjauan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari 

kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk 

kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan 

meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). 

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah 

kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta 

bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun 

untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk 

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis 
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dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.11 

b. Yuridis 

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara 

hukum.12  Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak 

digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek 

hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah 

segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Yuridis 

merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum 

dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, 

etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. 

c. Laka Lantas 

  Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang 

dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului 

oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi 

lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan 

sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu. 

Kecelakaan lalu lintas adalah kata yang sering digunakan untuk 

menggambarkan kerusakan performance dari satu atau lebih dari sebuah 

komponen perjalanaan yang berakhir pada kematian, luka–luka, ataupun 

kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan 

                                                             
11 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya,  2005, hlm. 10 
12  Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi lux, Semarang, 

Widya Karya, 2011, hlm 644. 
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merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada 

kemacetan, dan kepadatan lalu lintas. Kombinasi dari faktor-faktor 

pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan. 

d. Korban 

  Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi 

Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah 

“orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, 

kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha 

pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini 

jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” 

itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.13 

  Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam 

terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku 

pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan 

oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab 

akibat.14 

e. Nilai 

Tidak mudah menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-tidaknya dapat 

dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu 

                                                             
13 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 

2012, hlm 9 
14 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 60 
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yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan 

diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai selalu mempunyai konotasi 

positif. Sebaliknya sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita 

melarikan diri seperti penderitaan, penyakit,atau kematian adalah lawan dari 

nilai, adalah non nilai, atau divalue, sebagaimana dikatakan orang inggris. 

Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan disini istilah nilai negatif, 

sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut nilai positif.15Menurut Thoha 

Chatib, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda 

konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut 

pembuktian empririk, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, 

disenangi, dan tidak disenangi.16 

f. Keadilan 

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab al-‘adl yang berarti keadaan 

yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. 17 

Keadilan berasal dari kata kerja ‘adala yang berarti pertama, meluruskan atau 

duduk lurus, mengamandemenkan atau merubah. Kedua, melarikan diri, 

berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain yang 

benar. Ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Keempat, 

                                                             
15  K. Bertens, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 139 
16 Thoha Chatib, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 

61 
17 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 61 
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menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu 

keadaan yang seimbang.18 

Kata ‘keadilan’ dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal 

dari bahasa latin “justisia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang 

berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) 

sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang 

menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu 

pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di 

bawa ke pengadilan. Kata ‘adil’ dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa 

Arab al-‘adl’ yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, 

penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil 

keputusan. 

F. Kerangka Teori   

1. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil 

adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil 

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan 

atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang 

relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi 

yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu 

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu 

                                                             
18 Majid Khaddury, Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm 8 
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skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke 

tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh 

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.19 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 

negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima 

tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup 

bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya 

sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, 

bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.20 

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang 

harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan 

negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh 

wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai 

keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa 

didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama 

dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip 

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam 

hidup bersama (keadilan sosial).21 

                                                             
19 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, 

Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85. 
20 Ibid, hlm 86 
21 Ibid, hlm 87 
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1) Keadilan Menurut Filsuf 

a) Teori Keadilan Aristoteles 

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika 

Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang 

keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap 

hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) 

adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan 

dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai 

keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, 

juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan 

dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan 

hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara 

dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik 

dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami 

keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan 

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya 

semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan 

proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang 

menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.22 

                                                             
22 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. 

Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241. 
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Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan 

distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif 

menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum 

publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan 

barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. 

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan 

sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak 

yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku 

kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan 

sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. 

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh 

Theo Huijbers adalah sebagai berikut: 

a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda 

publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya 

seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting 

dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus 

mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak 

daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan 

yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang 

tidak sama; 



16 
 

b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang 

tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang 

tidak mungkin diterima; 

c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang 

privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia 

harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang 

yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti 

secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus 

dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat; 

d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena 

Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi 

semua persoalan konkret, maka hakim harus 

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam 

peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim 

tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa 

tentang apa yang pantas”.23 

b) Teori Keadilan John Rawls 

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice 

as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori 

kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari 

                                                             
23 Ibid, hlm. 242 
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Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan 

adalah sebagai berikut: 

a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan 

yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa 

sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu 

posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup 

mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari 

masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of 

ignorance). Dengan kata lain, individu dalam 

masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena 

itu orang lalu memilih prinsip keadilan; 

b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan 

prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni 

tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut 

“adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak 

dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga 

proses) itu sendiri; 

c. Dua prinsip keadilan. 

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama 

sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). 

Prinsip ini mencakup: 
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i. Kebebasan untuk berperan serta dalam 

kehidupan politik (hak bersuara, hak 

mencalonkan diri dalam pemilihan); 

ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan 

pers); 

iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan 

beragama); 

iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (person); 

v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. 

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua 

bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference 

principle) dan prinsip persamaan yang adil atas 

kesempatan (the principle of fair equality of 

opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-

ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada 

ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk 

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, 

dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang 

beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada 
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mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk 

mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan 

otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut 

diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian 

rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal 

utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas 

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang 

paling kurang diuntungkan.24 

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes 

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu 

perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada 

perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat 

tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang 

berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas 

tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang 

mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. 

Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan 

antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan 

                                                             
24 Ibid, hlm. 246-247. 
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yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling 

mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.25 

d) Teori Keadilan Roscoe Pound 

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil 

konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat 

bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan 

kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan 

yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia 

sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan 

pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-

keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin 

meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; 

suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-

menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan 

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, 

singkatnya social engineering semakin efektif.26 

e) Teori Keadilan Hans Kelsen 

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib 

sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk 

                                                             
25  Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, 

Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218. 
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 

174 
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mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena 

keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan 

perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.27 

2) Hukum dan Keadilan 

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada 

pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya 

benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu 

adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum 

dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan 

keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum 

dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- 

prinsip umum tertentu. Prinsip–prinsip tersebut adalah yang 

menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan 

keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan 

yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai 

kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.28 

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila 

kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung 

suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya 

dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya 

                                                             
27 Ibid 
28 M. Agus Santoso, Op.Cit, 2014, hlm 91 
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dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap 

masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungnnya serta adil 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan 

yang harus diwujudkan meliputi: 

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara 

negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang 

wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, 

dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan 

dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; 

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga 

negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah 

yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; 

dan 

c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara 

warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. 

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat 

dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni 

mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua 

masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep 

keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah 

sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang 
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selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang 

didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar 

manusia dalam masyarakat.29 

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang 

bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- 

aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai 

kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan 

substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif 

sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan 

kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai 

kemanusiaan dan mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan 

bagi masyarakat.30 

2. Teori Keadilan Islami 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan 

sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang 

benar, berpegang pada kebenaran.31  Kata adil (al-'adl) berasal dari bahasa 

Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara 

etimologi bermakna pertengahan.32 Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, 

                                                             
29 Umar Sholehudin, Hukum & Keadilan Masyarakat, Setara Press, Malang, 2011, hlm 41 
30 Ibid, hlm 43 
31 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8 
32 Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim, Dar 

al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 448 – 449. 
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berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab ‘adl.33 Secara 

etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-

tengah.34 

Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau 

menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-

‘adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, 

adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai 

maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan 

tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang 

kepada kebenaran. 35 Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah 

meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu 

pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang 

menjadi haknya.36 

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi 

firman-Nya, 

 

                                                             
33 M.Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep 

Kunci, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 369. 
34 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka 

Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 906 
35 Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25 
36 Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, UII Pres, Yogyakarta, 2000, 

hlm. 30 
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Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90). 

 

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. 

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada 

kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik 

dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang 

baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat 

antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat. 

Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada 

tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka 

masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi 

Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke 

pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.37 

Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan 

kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan 

adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan 

pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja 

sama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna 

firmanNya pada surat Al-Hujurat (49): 13. Dalam surat Az-Zukhruf (43): 32 

tujuan perbedaan itu dinyatakan: 

                                                             
37  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Departemen Agama 1986, hlm. 415 
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat saling mempergunakan sebagian yang 

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. (Az-Zukhruf 43: 32) 

 

Setiap anggota masyarakat dituntut untuk fastabiqul khairât 

(berlomba-lombalah di dalam kebajikan) (QS Al-Baqarah [2]: 148). Setiap 

perlombaan menjanjikan "hadiah". Di sini hadiahnya adalah mendapatkan 

keistimewaan bagi yang berprestasi. Tentu akan tidak adil jika peserta lomba 

dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama. Tetapi, tidak adil juga bila 

setelah berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, 

sebab akal maupun agama menolak hal ini. 

 

 

 

Artinya : Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berjuang) 

kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang di jalan 

Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan 

orangorang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas 

orang-orang yang duduk (tidak ikut berjuang karena uzur) 

satu derajat. Dan. kepada masing-masing mereka Allah 

menjanjikan imbalan baik...(QS Al-Nisa [4]: 95). 
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Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua 

anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan 

mengukir prestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari 

mmenggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan 

adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian 

(peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu 

dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.38 

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur 

kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan 

berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan 

keadilan.39 Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur 

kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang 

memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-

golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang 

dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari 

hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu. 

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan 

kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus 

                                                             
38 Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terj. Agus Efendi, 

Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 53 – 56 
39 Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 45 
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disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat 

sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus dtegakkan dalam keluarga dan 

masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam 

diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa 

membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, 

mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. 40 

Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui 

adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan 

kedudukan.41 

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah 

prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan 

manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua 

orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki 

kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan 

jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam 

mengembangkan seluruh potensi hidupnya.42 

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang 

solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih 

sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak 

                                                             
40  Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 

Bandung, 1995, hlm. 73. 
41 Sayyid Qutb, “Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, 

Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224. 
42  Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana 

Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 74. 
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diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu 

keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang 

sama dihapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau 

hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah 

ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. 

 

G. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah 

yaitu penelitian yang menggunkan metode pendekatan terhadap masalah 

dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan 

positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan 

implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode 

pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data 

secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif 

mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data 

yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung 
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makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang 

berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Buku-buku; 

b. Hasil penelitian ahli hukum; 

c. Tesis, Skripsi, Disertasi. 

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia;. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Data Primer 

a. Penelitian Lapangan 

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah 

mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu 

kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar 

pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan 

menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini 

penulis melaksanakan penelitian pada Kepolisian Resor 

Purbalingga. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau 

ekplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara 

langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan 

data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka 

diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang 

dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, 

namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan 

dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara 

dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian Resor Purbalingga. 
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2) Data Sekunder 

Studi Pustaka atau Studi Dokumen 

 Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi 

pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-

pendapat para ahli hukum. 

5. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur 

selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data 

yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang 

keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa 

disajikan dalam bentuk uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa 

kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi 

data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara 

analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
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utuh43, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas 

mengenai pokok permasalahanya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, 

Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan, Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas, 

Tinjauan Umum Nilai Keadilan.  

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implementasi 

hukum positif Indonesia terhadap kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban 

meninggal dunia, (2) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang 

ditetapkan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban 

meninggal dunia, (3) hambatan dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas yang 

menimbulkan korban meninggal dunia. 

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran. 

 

 

                                                             
43 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153 


